
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DaSAI" Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Unnang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembcntukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propins: -JawaTengah;

Mengingat

b. bah...-a berdruarkan,_ p<::rtimbangan sebag~ana dimaksud

dalam huruf a di atas, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubaban Atas Peraturan Bupari Grobogan Nomor

69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Pokok, Fungsi. Uraian Tugas Jabata.n dan Tata Kcrja

Dinas Perindustrian dan Perdo.gongan Kabupateo CrulJugan;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraruran

Menteri Dalam Negen Nomor I? Tabun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasilikaai Cabang Dinas dan

Unit Pclaksana Tckni:; D...erah, perlu meruban Peraruran

Bupati Crobogan Nomor 69 Tahun 2016 ten tang Kedudukan,

Sustman Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja :>inas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Grobogan;

Menimbang

BUPA1'I GROBOCAN,

• DENGAN RAHMA1'TUHAN YANC MAHA &SA

PERUBAHAN A1'AS PERATURAN BUPATI CROOOCAN NOMOR 69 TAHUN 2016

1'ENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGAMSASI, TUGAS ?OKOK,

FUNGS!, URAlAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
DINAS PERlNDUS1'RlAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN GROBO<lAN

TENTANG

PERATURAN BUPAT! GROBOOAN
NOMOR 29 1'AHUN _2018

•



7. Peraruran Menteri Oalam Ncgcri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Kiasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah [Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 451J;,
8. Peraturan OaerahKabupaten Crobogan Nomor 15 'rahun

2016 tentang .Pembenrukan dan SUsunan Perangkat tiaeran

[Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor

15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan

Nomor 15);

Indonesia Tabun 2014 Nornor244, Tambabnn Lembaran

Negara Republik fndonesia NQPlor5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 20]5 tentang Perubahan. Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Oaorah (Lembaran Negara RepubUk

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tenrang

Pcrangkat Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

•

3. Unclang-Undang Nomor 12 'rabun 20Ll ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 II Nomor 1\2,

Tambahan Lernbaran Ncgara Republik Indonesia Nomor

5834);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20).4 NomoI: 6, Tambahan Leuibaran Negara Republik

Indonesia Nomor_5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
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7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjumya disingkat

·UPTD adaJah Unit Pelaksana Teknie Daerah pada Dinas

Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Grobogan.

6. KepaJa DiI!as adalah KepaJa Dmas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Grobogan.

5. Dinas Penndustrian dan Perdagangan yang selanjutnya
disebut Dinas adaJah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Grobogan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DRCrAh Kabuparen
Grobogan.

3. l:3upati adalab Bupati Grobogan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah ntonom.

1. Daerah ad.aIah Kabupaten Grobogan.

Pasal 1

•

Beberapa ketentuan dalam Peraruran Bupati Grobogan Nomor 69

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Pokok, Ji'ungsi, Uraian Tugas Jahatan dan Tata Kerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan xabuparen Grobogan (Berita

Daerah Kabupaten Grobogan 'rabun 2016 Nomor 58) diubah

sebagai berikut :

L Ketentuan Pasal 1diubah sehingg.a.berbunyi sebagal berikut :

Pawl

, MEMUTUSKAN:

PERATTJRAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATl GROBOGAN NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS

POKOK, FUNGSl, URAIANTUGASJABATAN D!\N TATA KE.RJA
DINAS PERlNDUSTRlAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN

GROBOGAN.

Menetapkan
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b. mcnjabarkan perintab atasan melalui pengkajian

permasalahan dan peraturan perundang-undangan;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Bina
Pasar berdasarkan hasil evaluasi kegjatan tahun

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

(3) Kepala Seksi Bini Pasar dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, .mempunvai uraian
tugas jabatan.:

(2) Kepala Seksi Bina Pasar sebagairnana dimaksud pada ayal

(1)mempunyai tugas pokok melaksanakan aebagian tugas

Kepala Bidaug Pasar Daerah daJam penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengoordinaeian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang pembinaan dan pemeliharaan lingkungan pasar
daerah baik pengaturan, keamanan, ketertiban dan

peningkatan €lumberdaya manusia.

Pasal18

(1) Seksi Bina Pasar dipimpin olch Kcpala Seksi yang

berkedudukan eli bawah dan benanggung jawab kepada
Kepala Bidang PasarDaerah.

•

2. Ketenruan ayat (3) Pasa! j~ diu bah , sehingga berbunyi
sebagai berikut :

10. Kelompok Jal?atan Fungsional Tertentu adalah kumpulan
jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari sejumlah
cenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang
terbagi dalam berbagai kelornpok sesuai keahliarmya,•

9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang

inenunjukan tugas, tanggung jawab, wcwcnangdau hak

seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi
yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada

keahliao dan/atau kererampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Grobogan.



m. mernproses dan memberikan pelayanan UPTD Pasar

Kelas 1\ Wilayah dalam pengajuan surar kepurusan

penernpatan-dan pembaharuan pedagang pasar daerah;

kepada petugas keamanan, kebersiban dan ketertiban di

lingkungan pasar daerah;

k. memberikan pelayanan mekanisme dan prosedur

peizinan pasar dalam hal pemakaian tempat usaha,

pengalihan hak dan pernbaharuan izin serta bak dan

kewajiban pedagang pasar daerah;

1. meiaksanakan pendataan pedagang pasar daerah;

g. menyiapkan bahan dan melo.ksa.nakan pe:nbinaan

pedagang pasar daerah;

h. melaksanakan pembinaan teknis dalarn penataan dan

penertiban serta keberaihan di lingkungan pasar daerah;

I. melaksanakan pemhinaan dan rnotivaai kepada pegawai,

pedagang dan masyal akat pemakai jasa pasar daerah

agar bersarna-sama ikut serta dalam menjaga

kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan

pasar daerah;

j. rnernbina dan mengawasi serta membcri petunjuk ceknis

•

mcnyusun bahan perurnusan kebijakan teknis dl bJdang

billa pasar;

s,
•

•bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

c. .mempelajari dan mengkaji peraruran perundang

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai

d. .menyiapkan oahan dan melaksanakan koordinasi

'inrerr-al maupun eksterrial baik eecara langsung

maupun tidak langsung unruk mendapatkan mformasi,

.masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan

harmonisasi pelaksanaan kegiatan;

c. membagi tugas kepada 'oawahan sesuai Ung\rup
tugasnya serta memoerikan, arahan dan petuniuK balk.

secara \isan ma\J;pun tertu~\& guna men\n~aU<.a1\

kc\anearan pe\ak::;auaan rugas;
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Pasa, 20

(I) Oengo.n Pero.turon Bupati ini dibcntuk UPTDPBSaI'Kelas A
Wilayah, terdiri dan:

a. UPTD Pasar Kelas A WiJayah Timur, meliputi Pasar

Umum Grobogan, Pasar Umum Wirosari, Pasar Hewan
Kunden, Pasar Umum Kuwu dan Pasar Tuko;

b. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Tengah, meliputi Pasar
Umum Purwodadi, Pasar Pagi Purwodadi, Pasar Agro
Hcrtikulturu Purwodadi, Pasar Glendoh, Pasar Nglejok,
Pasar Danyang, Pasar Kalongan dan Pasar Suru.

c. UPTD Pasar Kelas A Wilayah Barat, rneliputi Pasar
Umum Godong, Pasar Hewan Ketitang, Pasar Umum
GubUR dan Pasar Umum Tegowanu.

(2) Suaurian Organisasi UPTD ?asar Kelas A Wilayah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1l, terdiri tlCln :

a. Kepala uno;
b. Kepala sub Bagian Tata Usaha; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertenru.
(3) Bagan Organisasi UPTD Pasar Kelas /\ Wilayah

seoagalmana .dimaksuc pada ayat (2), tercanrum dalarn
Lampiran yang merupakan bagian tidttk terpisnhknn dan
Peraturan Bupati ini.

n. :nenyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP)di Seksi Bina Pasar;

o. melaksanakan monitoring. mengevaluasi, ORn menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawaho.n ceccra berkala

seeuai dengan peraruran pel uudang-undangan;

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan
sebagai bahan evaluasi dan pengarnbilan kebijakan
berikutnya;

q, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun terrulis berdasarkan kajian agar

•
pelakeanaan kcgiatan berjalan lancar dan optimal scrta

·..mtukmerighindari pcnyimpangan; UIUl

r. meJaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan
perintah atasan. ~

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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a. penyusunan program kerja, UPTD Pasar Kelas A Wilayah

sesuai wilayah kerjanya;

b. pelaksanaan ~h"gian tugas K~pala Dinas di bidang

pengelolaan pasar daerah iiiwilayah kerjanya;

c. pembinaan dan birnbingan teknis secara terpadu eli

bidang pengelolaan pasar daerah diwilayah kerjanya;

d. pemante.uan. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiac.an UPl'DPaear KelasAWilayah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala UPTD Pasar Kelas A Wilayah dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dan ayat (3),mempunyai uraian tugas jabatan :

a. menyusun rencana dan program kegiatan UPTDPasar

Kelas A Wilayah berdasarkan basil evaluasi kegiatan

tahun sebelumnya nan peraturan perundang-undangan;

b. menjabarkan pcrintah atasan melalui )JclIgkajian

permasalahan dan peraruran perundang-undangan;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup

rugasnya serta memberikan araban dan perunjuk haik

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan

kelancaran pelaksanaan tugas:

mcmpuriyai fungsi :

Pasal 21
(11 lJPTD Pasar Kelas A Wilayah dipirnpin oleh Kepata UPTD

y3J'lg berkedudul<a.n di bawnh dan berte.nggung jawab

kepada Kepala Dmas.

(2) KepaJa UPTD Pasar Kelas AWJayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1). mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegintan opernaional dan/atan kegiatan tcknis pcnunjang

Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan masyarakat di

bidang pasar daerah di wilayah kerja UPTD.

(3) Kepala UPTD Pasar Kelas A Wilayah dalam melaksanakan
•

tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),..

sebagai4. KeteslUan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi

beriJrut:
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.
kewajibannya;

n. melaksanakan pengawasan dan mewaspadai terhadap
adannya bahaya kebakaran pasar yang bersumber dari
api, gas dan konsleting listrik;

o. menyusun data para pedagang yang menernpati rolen,
los, kios, .maupun daearanj lesehan;

kebersibarr, petugas keamanan dan petugas parparkiran

Elgar lebih profcaional dalam meleksanakan tugas dan

dinas terkait sertamengkoodinasikan dengan

paguyuban pedagang pasar;

m. melakukan pembinaan pegawai pasar, petugas

e· -nerneriksa, m"ne"sulic>ln. memhl'riic~n rekomendasi

dan perlimbangan izio-izin toko, kios, los, dasaran,

pembaruan izin maupun eurat-surat keterangan uang
dipertukan pedagang; •

h. mengawasi dan mengkoerdinir pelaksanaan retribusi
pasar serta memberi perunjuk agar sesuai dengan target
dan peraturan daerah yang berlaku;
me1aksanakan kegiatan pembulcuan, penyetoran dan

pelapcran hasiJ pemungutan recribuei pasar maupun

retribusi parkir pasar;

J. menJaga ketertiban , keamanan, kebersihan, dan
keindahan pasar;

k. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan teknis
pengelolaan pasar unruk capar tiilAksanakan oleh

pe<iagang/masyo.ral1::at secara optimal;

1. meuyiapkan rencana usulan pembangunan pasar,
perbaikan sarana dan prasarana pasar,

•

d. s melaksanakan koordinasi internal maupun cksternal

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan.
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perunclang

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
baban atau pedoman unruk melaksanakan kegiatan;

r melaksanakan penyiapan"bahan penyusunan kebijakan

teknis UPTD Pasar Kelas AWilayah di wilayah kerjanya;
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Pasal22

(1) Sub Bagian Tala Usaha UPTD Pasar Kelas A Wilayah
dipimpin oleh Kepala :sub Bagian yang berkedudukan eli

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTDPasar
Kelas A WiJayah.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (:) mempunyai tugas pokok melakeanckan
sebagian rugae Kepale,UM'D Paear Kelas AWilayuh daJam
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,

pengoordmasian, pernbinaan, pengendalian, pengelolaan
dan pemberian bimbir.gan eli bidang administrasi urnurn,
surat-rnenyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat,
sarana dan prasarana. perlengkapan, urusan rumah

rangga, pretokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan

p. onenyusun mventaris aset Pemerintah Daerah yang ada
eli pasar;

q. melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dan

paguyuban pedagang dalam rangka pemeca.han rnasalah
pengelolaan pasar;

I. menyiapkan staf untuk rnengikuu diklat/keterampilan
berkaitan dengan pengelolaan pasar yang meliputi

peningkatan administrasi dan pendapatan pasar,
kebersiban dan ketertiban pasar, serta keamanan pasar;

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan rugas bawahan secara b<:ckaJa

eesuai dcngan pecaturan perundang-undangan;
t. membuat lapocan pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahan evaluasi -dan pengambilan kebijakan
beri:rutnya;

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada arasan
haik Iisan maupuo tertulis berdasarkan kajian agar

pelal<S<Ulo.an kcgjatan b<:1jalanlancar dan optimal serta

untuk menghindari penyimpangan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan

perintah atasan.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, seaingga berbunyi sebagai
berikut:

•
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ketatalaksanaan di lingkungan UP1'D Pasar Kelas A
Wilayah.

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTDPasar Kelas AWilayah

dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimann dimaksud
pada ayat (2), mempunyai uraian rugas jabatan :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian

Tata Usaha uno Pasar Ke.as A Wilayah berdasarkan

basil evaluasi kegiatan tahun sebelumnva dan oeraruran
perundang-undangan:

b. menjabarkan peeintah atasan melalui pcngkajian

pcrmasalahan dan peraturan perundang-undangan;
c. membagi rugas kepada bawahan sesuai linglrup

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik
secara lisan rnaupun- tertulis guoa menmgkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas:

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal

baik secara langsung maupur. tidak langsung unruk

mendapaikan informasi, rnasukan, serta dalam rangka

smkronisasr dan hannonisasi pelaksanaan kegiatan;
e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai
bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. melaksanakan ketatausahaan yang mcliputi urusan

umum, adminierraai, surac menyurat, pengelolaan

keuangan dan peIjalaoan dinas di lingkungan UPTD
Pasar Kelas A Wi!ayah;

g. melaksanakan penggajian pegawai, runjangan,
kesejahteraan dan hak-hak keuangan lainnya serra
pengelolaan keuangan lfPT'DPasar Kelas AWilayah dan

pertangungjuwaban keuangan;

h. .melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun,
.izin belajar, izin gelar, penyesuaian ijasah untuk
kenaikan pangkat, usul pengkatan menjadi Pegawai
Negeri Sipil. Kartu Pegawai, Asuransi Kesebatan, Kartu

Tabungan dan Asuransi Pegawo.iNegeri dan hak hak
kepcgawaian lainnya;

•



Pasal31A
Penataan kembali personel, anggaran, sarana dan prasar-ana

serta serah terima dokumen sebagai akiba.t penghapusan UPTD

berdasarkan Peraturan Bupati irii dilakukan paling lama tanggal
1 -Januari 2019.

n. menyiapkan bahan dan 'lJlenyusun konsep Standar
Operasional Prosedur (SOP) di lingkuogan OPTDPasar
Kelas A Wilayah;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan Sistim Pengawasan
Internal Pemerintahan (SPIP) eli lingkungan VPTD Pasar
Kelas A WJlayah;

p. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai
kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala
sesuai dengan peraturan perundang-l.lndangan;

q. membuat Japoran pelaksanaan kegiatan kepada atasan

sebagai bahnn cvaluasi dan pc:ngambiJan kebijakan
bcrikutnya;

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta
untuk menghindari penyimpangan; dan

•s. melaksanakan tugas kedinasan lain ecsual dengan
perintah atasan.

5. or antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 31Asehingga berbunyi sebagai berikut :
,

•UPTUPasarKelasAWilayah;

I. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran eli lingkungan UPTDPasar Kelas AWi!ayah:
J. melaksanakan perneliharaan gedung, sarana dan

prasarana UPTD Pasar Kelas AWilayah; kebersihan dan

. kerumahtanggan kantor;
k. menyelenggarakan administrasi pelayanan di bidang

peternakan, kesehatan hewan dan perikanan di Iingkup
tugasnya;

1. melaksanakan perneliharaan, peT::lWA.1an barang-barang

imrentaris milik pemerintah yang ada di UnD Pasar

Kelas A Wilayah untuk mcnunjang tugas:

m. melaksenakan penyusunan laporan penyelenggaran
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BERITA DAERAH KABUPATENGROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 2<;

Diundangkan di Purwodadi
pana tanggaJ 97 liei 2018~ ..

Ditetapkan di Purwodadi
Mei 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati mi dengan penCOIpatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Grobogan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan

Pasal Il
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